PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawabh ini:

Nama : ROY RIADY, SH. MH .
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Dr. YULIANTO, S.H., M.H. .
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, Januari 2025,

Pihak Kedua, = -—_-4?.1 k Pertama,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SUMATERA.SELATAN




PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

TAHUN 2025

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya Kualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat 94
Pelayanan Publik dan
Penyuluhan Hukum
2 | Meningkatnya Efektivitas | Tingkat Keberhasilan Penanganan 100%

Penegakan  Hukum  dan Perkara Pidana Umum yang
Keadilan Melalui | Memenuhi Prinsip Keadilan
Transforrmasi Sistem
Penuntutan

Penanganan Perkara Pidana | 100%
Khusus dan TPPU yang Memenuhi
Prinsip Keadilan




No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
3 | Meningkatnya Efektivitas | Tingkat Keberhasilan Penyelamatan 90%
Penyelamatan dan | dan Pemulihan Aset Negara >
Pemulihan Aset serta - .
Tingkat Penyelesaian
Penyelamatan dan .
Z : Penyelamatan dan Pengembalian
Pengembalian Kerugian : : 95%
Nesara Kerugian Negara Melalui Jalur
0 Pidana dan Perdata
4 | Menguatnya Tata Kelola | Nilaj Evaluasi Internal SAKIP 76
Organisasi yang Optimal, =l 90
Transparan dan Akuntabel Nilai Kinerja Anggaran
No Program Anggaran
1 | Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp 2.513.816.000
2 | Program Dukungan Manajemen Rp 11.175.528.000
Jumlah Rp 13.689.344.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim
Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan
Tinggi.

Palembang, Januari 2025,

Pihak Kedua,

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI
SUMATERA SELATAN




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  AKA KURNIAWAN, 5.H., M.H

Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Dr. YULIANTO, SH., M.H

Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, sclanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Palembang, 28 April 2025,
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PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025:
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025:
1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa
melalui swasembada pangan, cnergi, air, ekonomi kreatif, ckonomi hijau, dan ekonomi
biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan
mengembangkan industry kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat Pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan,
kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serla penguatan peran Perempuan,
pemuda dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam
negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan
kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan

pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan
budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapal masyarakat
yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

| | Meningkatnya Kualitas | [Indeks Kepuasan masyarakat 94
Pelayanan Publik dan
Penyuluhan Hukum

2 | Meningkatnya Efektivitas | Tingkat Keberhasilan Penanganan Perkara 100%
Penegakan  Hukum  dan | Pidana Umum yang Memenuhi Prinsip
keadilan Melalui Transformasi | Keadilan

m g T T [ S, [P i [



No

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target

Sistem Penuniulan

Penanganan Perkara Pidana Khusus dan 100%
TPPU yang Memenuhi Prinsip Keadilan

3 | Meningkatnya Efektivitas | Tingkat Keberhasilan Penyelamatan dan 90%
Penyclamatan dan Pemulihan | Pemulihan Aset Negara
i Hﬂﬂi Pmrtlu..mllan dan Tingkat Penyelesaian Penyelamatan dan 95%
Pengembalian Kerugian Negara | pooerbalian kerugian Negara melalui

Jalur Pidana dan Perdata

4 | Menguatnya  Tata  kelola | Nilai Evaluasi Intenal SAKIP 76
Organisasi  yang  Optimal, Nilai Kiner %
Transparan dan Akuntsbel LSRR

No Program Anggaran

1 | Program Pencgakan dan Pelayanan Hukum Rp. 2.513.816.000

Program Dukungan Manajemen

Rp. 11.175.528.000

Jumlah

Rp. 13.689.344.000

D. PRIORITAS NASIONAL
Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang kejaksasan Negeri,
E. KINERJA TAMBAHAN
1.

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasionmal di Lingkungan Kejaksaan Republik

Indonesia.

Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-
Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Palembang, 28 April 2025,

SHL, M.H)
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta beronentasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama - M. ASRONI, S.H.
labatan : KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AKA KURNIAWAN. S H..MH
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
\ampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Sekayu, 28 April 2025,
Pilfak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA 5UB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN,

M ALRONI, S.11
SENA WIRA NIP. 198006132005011006




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1
2

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandinan bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri krealif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabiiitas.

. Melanjutkan hilinsasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adii dan makmur,

C. KINERJA UTAMA

2 | Meningkatnya kuantitas dan

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya optimalisasi | Indikator Kinerja Pelaksanaan
' realisasi anggaran kejaksaan | Anggaran (IKPA) 95%
RI

Persentase sarana dan prasarana | 100%

kualitas sarana dan prasarana | sesuai standar kebutuhan
| yang mendukung kinerja
' Kejaksaan R

3

| Meningkatnya tertib | Tingkat pemenuhan inventarisasi dan | 100%
penyelenggaraan tata kelola | pelaporan Barang Milik Negara
| aset




No

4  Meningkatnya

hukum

Sasaran Program

k

kepuasan  Persentase kepuasan terhadap
masyarakat terhadap layanan | layanan hukum dari masing-masing 90%
Satker

Indikator Kinerja Target

No | Kegiatan ~ Anggaran
1 | Layanan Umum 30.000.000
. 2 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 8.184.028.000
3 J Layanan Perkantoran 2.751.500.000
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana 210.000.000
Jumlah 11.175.528.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas

Kementrian/Lembaga.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung.

Pihak Kedua,

Sekayu, 28 April 2025,
Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN,

M. ONIL, S.H

SENA WIRA NIP. 198006132005011006




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama » ABDUL HARRIS AUGUSTO, S.H, M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIUEN KEJAKSAAN NEGERI MUSI
BANYUASIN.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AKA KURNIAWAN,SH., M.H
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI MUSTI BANYUASIN

ABDUL HARRIS AUGUSTO, S.H, M.H.
JAKSA MUDA NIP. 198408052002121004




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

. Memperkual pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri.

Membangun dan desa dan dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No

"':I'"F"Heningka!nya pelaksanaan | Persentase pelaksanaan operasi

Sasaran Program Indikator Kinerja Target

operasi intelijen yang berkaitan | intelijen yang berkaitan dengan .
dengan bidang Ideologi, Politik, | bidang Ideologi, Politik, Pertahanan | 100%

Pertahanan dan Keamanan dan Keamanan
2  Meningkatnya pelaksanaan Persentase pelaksanaan Operasi
' Operasi Intelijen yang Intelijen yang berkaitan dengan 100%
berkaitan dengan bidang bidang  sosial  budaya dan
sosial, budaya dan kemasyarakatan
kemasyarakatan
3  Meningkatnya pelaksanaan | Persentase pelaksanaan Operasi

Operasi Intelijen yang |Inteljen yang berkaitan dengan |

_—




No Sasaran Program

Indikator Kinerja

berkaitan  dengan
ekonomi dan keuangan

bidang

4 | Meningkatnya kegiatan
Pengamanan Pembangunan
Strategis

bidang ekonomi dan keuangan

Target ‘

Persentase Kegiatan Pengamanan
Pembangunan Strategis

5 | Meningkatnya operas! intelijen
yang berkaitan dengan
teknologi  informasi  dan
produksi intelijen

90%

Persentase pelaksanaan Operasi
Intelijen yang berkaitan dengan
teknologi informasi dan produksi
intelijen

100%

o pniiiemepiins
- 6 | Meningkatnya kualitas dan
kuantitas penyuluhan dan
penerangan hukum

Persentase lembaga/ pihak yang
diberi penyuluhan dan penerangan
hukum

100%

7 | Meningkatnya kepuasan
pemangku kepentingan
terhadap layanan penyuluhan
dan penerangan hukum

Indeks kepuasan pemangku
kepentingan terhadap layanan
penyuluhan dan penerangan hukum

100%

No Kegiatan Anggaran
Pencarian DPO 30.000.000

2 | Operasi Intelijen LIDIPAM/IGAL 40.000.000
3 | Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat 58.008.000

' 4 | Kampanye Anti Korupsi 20.000.000
5 | Penerangan Hukum 38.976.000
6 | Jaksa Menyapa 24.400.000
7 | Jaksa Masuk Sekolah 28.000.000
] Jumiah 239.384.000

D. PRIORITAS NASIONAL
Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan
Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.



3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIJEN
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

ABDUL HARRIS AU S. H.
JAKSA MUDA NIP. 198408052002121004




Nama

Jabatan

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

DIDI ADITYA RUSTANTO, S.H., M.H
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama
Jabatan

AKA KURNIAWAN, 5.H., M.H
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasian dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

JAKSA N

Sekayu, 28 Apnl 2025,

NA UMUM
BANYUASIN

KEPALA SEKSI TINDAK Pl
KEJAKSAAN NEGERI MUSI
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

| F
2.

Memperkokoh ideclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandinan bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negern.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politk, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No

=

Sasaran Program Indikator Kinerja Target
Meningkatnya Penyelesaian | Persentase perkara yang |
penanganan perkara Tindak | diselesaikan berdasaran keadilan
Pidana Umum  tertentu | restoratif 95%
berdasarkan keadilan
restoratif
| Meningkatnya kualitas | Persentase perkara tindak pidana |
Penyelesaian Penanganan umum yang diproses hingga Pra- 95%
Perkara Tindak Pidana Penuntutan
Umum

Persentase perkara tindak pidana
umum yang diproses hingga 95%
Penuntutan




‘ No i Sasaran Program Indikator Kinerja Target

Persentase perkara tindak pidana
' umum yang in  krachl  van 92%
| gewusjdezaak (Berkekuatan hukum
‘ tetap) yang telah dieksekusi
|
|

3 | Meningkatnya kepuasan | Indeks  kepuasan  masyarakat
- masyarakat terhadap layanan | terhadap layanan hukum bidang 08%
' hukum bidang tindak pidana | tindak pidana umum

umum
No | Kegiatan Anggaran
1 ’ Pra Penuntutan Tidak Pidana Umum ~ $5.980.000
- 2 | Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan 1.263.810.000
| 3 | Tahap Eksekusi ' 51.000.000
4 | Restorative Justice 12.352.000
Jumlah 1.393.142.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia.

2 Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

3 Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

KI-P AR J AN NLG R

'i||
L SALL MU 1::|n|m:_||'r|-wm‘nn, M I

JAKSA MATTY™err Nk 30318200703 1001 JAKSA PRA TAMA N 199005 142014031002




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FIRMANSYAH, S.H
Jabatan :  KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  AKA KURNIAWAN, S H.. M.H
Jabatan :  KEPALA KEJAKSAAN NEGER! MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sckayu, 28 April 2025,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

FIRMANSYAH, S.H
JAKSA MUDA NIP. 198012162007121002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akseleras: Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025
1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

kemandinan bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industn kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri

6. Membangun dari desa dan dan bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan,

7. Memperkuat reformasi politk, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapal
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja ' Target |
{ Meningkatnya Penyelesaian | Persentase tindak lanjut Laporan '
Penanganan Perkara Tindak | Pengaduan Masyarakat 95%

Pidana Korupsi dan TPPU
secara Transparan, Akuntabel
dan Profesional

Persentase perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU yang diselesaikan 90%
pada tahap penyefidikan

Persentase perkara tindak pidana

korupsi dan TPPU yang diselesaikan 90%
pada tahap penyidikan




No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

Persentase Perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU yang diselesaikan 90%
pada tahap pra penuntutan

Persentase perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU yang diselesaikan 90%
pada tahap penuntutan

Persentase Perkara tindak Pidana
Korupsi dan TPPU vyang telah 90%
dieksekusi

Persentase pengembalian kerugian
keuangan negara melalui jalur Pidana 90%
Khusus

2 Meningkatnya Penyelesaian | Persentase Perkara Tindak Pidana
Penanganan Perkara Tindak | Khusus (kepabeaan, Cukai dan
Pidana Khusus, (Kepabeaan, | Pajak) dan TPPU yang diselesaikan
Cukai dan Pajak) dan TPPU | pada tahap pra penuntutan

secara transparan, akuntabel |5 o p o Pidana

dan profesional Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan i
pajak) dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap penuntutan
Persentase Perkara Tindak Pidana o
Khusus (Kepabeaan, Cukai dan )
Pajak) dan TPPU vyang telah
dieksekusi
No| Kegiatan I “Anggaran
1 | Penyelidikan Tindak Pidana Khusus / Korupsi | 92.082.000 |
' 2 | Penyidikan Tindak Pidana Khusus/ Korupsi 206.000.000 |
"3 | Prapenuntutan Perkara Pidana Khusus/ Korupsi 141.728.000
4 | Dukungan Teknis Perkara Tindak Pidana 11.080.000 |
Korupsi
Jumiah 450.890.000

D. PRIORITAS NASIONAL
E. KINERJA TAMBAHAN
1 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas

Kementrian/Lembaga.




3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 28 April 2025,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA KEINKSAAN NEGERI KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

QNN S 1. M.H FIRMANSYAH, §.
JAKSA MADYANIEA08303132007031001 ¢ JAKSA MUDA NIP. 198012162007121002




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SILVIANI MARGARETHA, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AKA KURNIAWAN,S.H, M.H
Jabatan . KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Sekayu, 28 April 2025,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

A AKSAAN NEGERI KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
IR UASIN, USAHANEGARA KEJAKSAAN NEGERI

.19::_!;"' N, S5, M. SILVIANI MARGIAREYIA, S.11.. ML.11
JAKSA MADY IP. 13K30313200703 1001 JAKSA MUDA NLY.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKS| PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2,

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkanr pengembangan infrastruktur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologs,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

- Melanjutkan hiirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politk, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur

C. KINERJA UTAMA

i

| Meningkatnya  keberhasilan | Persentase perkara Perdata yang

No | Sasaran Program Indikator Kinerja Target

Penyelesaian perkara Perdata | diselesaikan melalui jalur Litigasi 100%

' dan Tata Usaha Negara

Persentase perkara Perdata yang
|

diselesaikan melalui jalur Non Litigasi

100%
Persentase perkara Tala Usaha -
MNegara yang diselesaiakan melalui 100%
jalur Litigasi
2 | Meningkatnya pengembalian | Persentase pengembalian kerugian
| kerugian keuangan MNegara | negara melalui jalur perdata 100%

melalui jalur perdata




T

No Sasaran Program I Indikator Kinerja Target
3  Meningkatnya  pelaksanaan  Jumlah kegiatan pertimbangan
kegiatan pemberian | hukum, pelayanan hukum dan | ,on0,
pertimbangan hukum, | tindakan hukum lain
pelayanan hukum dan tindakan
hukum lain
' 4  Meningkatnya kepuasan | Indeks  kepuasan  masyarakat
masyarakat terhadap layanan | terhadap layanan hukum perdata dan 89
pertimbangan hukum, | tata usaha negara
pelayanan hukum dan tindakan |
hukum lain |
No Kegiatan Anggaran
1 | Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha 30.000.000
. Negara
2 : Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis 7.200.000
3 | Pertimbangan Hukum 13.200.000
4 | Halo JPN 6.000.000
5 | Pendampingan Hukum Pengelolaan dana desa 24.000.000
Jumlah 80.400.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN
1.

Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia.

Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas

Kementrian/Lembaga.

Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 28 April 2025,
Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHANEGARA KEJAKSAAN NEGERI

£2005012001



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawabh ini:

Nama : HENDY, S.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAAN
BARANG BUKTI KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AKA KURNIAWAN, S.H.,, MH
Jabatan : KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian farget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. |

Sekayu, 33 April 2025,

Piha* Pertama,

KEPALA SEKSI PAPBB KEJAKSAAN
NEGERIMUBI BANYUASIN,

HIENI!:. S.H.

JAKSA MUDA NIP| 198312252009121001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMULIHAN ASET DAN PENGELOLAAN BARANG BUKTI
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara

dan mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kera yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industr kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri,

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat reformasi politk, hukum, dan Dbirokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai

masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya penyelesaian | Persentase penyelesaian —
penyelamatan dan pemulihan | penyelamatan aset negara
e Persentase penyelesaian pemulihan
aset negara 80%
2 | Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan pemangku
pemangku kepentingan | kepentingan terhadap penyelesaian
terhadap penyelesaian | penyelamatan dan pemulihan aset 90%

penyelamatan dan pemulihan
asel




No Kegiatan h 1 Anggaran

1 | Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian | 350.000.000
Barang Bukti/ Barang Rampasan

Jumlah 350.000.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga. '

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 2§ April 2025,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

" NEGERIMUSI BANYUASIN.

HENT
JAKSA MUDA NI

Y. S.H.
198312252009121001




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama - YEYEN PRIHASTUTL

Jabatan - KEPALA URUSAN KEPEGAWAIAN, TU DAN KEUANGAN & PNBP
SUB BAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : M. ASRONI, §.H.
Jabatan - KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN

KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 28 Apnl 20235,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN KAUR KEPEGAWAIAN, TU DAN
KEJAKS SLOER] MUSE BANYUASIN, KEUANGAN & PNBP SUB BAGIAN

PEMBINAAN KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYUASIN,

YEYEN PRIIASTUTL
MUDA WIRA NIP. 198108172002122007



KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM),

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur,

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya  optimalisasi | Indikator  Kinerja _ Pelaksanaan

realisas| anggaran kejaksaan | Anggaran {IKPA) 95%
RI

2  Meningkatnya kuantitas dan | Persentase sarana dan prasarana | 100%
kualitas sarana dan prasarana | sesuai standar kebutuhan
yang mendukung kinerja
Kejaksaan RI

3 | Meningkatnya ~ tertib | Tingkat pemenuhan inventarisasi dan | 100%
penyelenggaraan tata kelola | pelaporan Barang Milik Negara
aset |




—
'No

| 3'“'"“ Program Indikator Kinerja Target
4 Mumngkatnya kepuasan | Persentase kepuasan terhadap
. masyarakat terhadap layanan 'tayanan hukum dari masing-masing
| hukum o
Satker
No Kegiatan Anggaran .
1 Layanan Umum N 30.000.000
2 Pembayaran Gaji dan Tunjangan 8184028000
B Layanan Perkantoran 2.751.500.000
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana 210.000.000
Jumlah 11.175.528.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1 Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia.

Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

3 Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 28 Apnl 2025,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KIPAL A SUB BAGIAN PEMBINAAN

KAUR KEPEGAWAIAN, TU DAN
KEJA Al NEGERI MUSI BANYUASIN,

KEUANGAN & PNBP SUB BAGIAN
PEMBINAAN KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYLUASIN,

RONL S H

YLYI N PRIHASTUTI
IP. 19%00613200501 1006

MUDA WIRA NIP. 198108172002122007




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama - HANDOYONO, S.H.

Jabatan : KEPALA URUSAN PERLENGKAPAN, DATA STATISTIK KRIMINAL
DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN PADA SUB
BAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : M. ASRONI, S.H.
Jabatan . KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN

KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujuckan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN KAUR PERLENGKAPAN, DASKRIMTI
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN, & PERPUSTAKAAN SUB BAGIAN
PEMBINAAN KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI MUSJIBANYUASIN,

HARDOYONO, §.H.
YUANA WIRA NIP. 199206282014031001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SUBBAGIAN PEMBINAAN KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

| 2
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM),

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri,

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,

- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur

C. KINERJA UTAMA

No
&

Sasaran Program |

Indikator Kinerja Target
‘Meningkatnya  optimalisasi | Indkator  Kinerla  Pelaksanaan
realisasi anggaran kejaksaan | Anggaran (IKPA) 95%
RI
' Meningkatnya kuantitas dan

Persentase sarana dan prasarana | 100%
kualitas sarana dan prasarana | sesual standar kebutuhan

yang mendukung kinerja
Kejaksaan R

Meningkatnya tertib | Tingkat pemenuhan inventarisasi dan | 100%

penyelenggaraan tata kelola | pelaporan Barang Milik Negara
aset |




t
No | Sasaran P
e e Indikator Kinerja Target
masvagraita?: h SR | Pt Mo, St
erhadap layanan | layanan hukum dari masing-masin
hukum Satker ¥ 9| 0%
r
No Kegiatan Anggaran
1 | Layanan Umum 30.000.000
2 | Pembayaran Gaji dan Tunjangan 8.184.028.000
3 | Layanan Perkantoran 2.751.500.000
4 | Pengadaan Sarana dan Prasarana 210.000.000
Jumiah 11.175.528.000
l

D. PRIORITAS NASIONAL
E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.
2 Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN KAUR PERLENGKAPAN, DASKRIMTI
KEJAKSAAN N JERI MUSI BANYUASIN, & PERPLISTAKAAN SUB BAGIAN

PEMBINAAN KEPALA KEJ AKSAAN
NEGERI MYSYBANYUASIN,

SENA WIRACINTY RO06 13200501 1006 YUANA WIRA NIP. 199206282014031001




PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  HARIYANTO WIDJAJA, S.H

Jabatan . KASUBSI IDEOLOGI, POLITIK. PERTAHANAN KEAMANAN,
SOSBUD, KEMASYARAKATAN, TI, PRODUKSI INTELUJEN &
PENERANGAN HUKUM INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI MUSI
BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  ABDUL HARRIS AUGUSTO, 5.H, M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI MUSI
BANYUASIN.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Sekayu, 28 Apnl 2025,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI INTELIEN KASUBSI IDPOL., PERTAHANAN

JTLPRODUKSI INTELUEN & PNERANGAN
HUKUM INTELUEN KEJAKS




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGER! MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
Z.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

kemandinan bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas,

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politk, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

' No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1  Meningkatnya  pelaksanaan | Persentase pelaksanaan operasi
operasi intelijen yang berkaitan | inteljen yang berkaitan dengan
' dengan bidang Ideologi, Politik, | bidang Ideologi, Politik, Pertahanan | 100%
Pertahanan dan Keamanan dan Keamanan
2  Meningkainya pelaksanaan | Persentase pelaksanaan Operasi
Operasi Intelijen yang Intelijen yang berkaitan dengan | ,qq0,
berkaitan dengan bidang bidang sosial, budaya  dan
sosial, budaya dan kemasyarakatan
kemasyarakatan
3  Meningkalnya pelaksanaan | Persentase pelaksanaan Operasi
| Operasi Intelijen yang |Inteljen yang berkaitan dengan




No ;I‘ _

_ Sasaran Program

]| :;kaltan dengan bidang
nomi dan ke
o dan :Eilgan

4 |-\ Meningkatnya ke

egiatan
Pengamanan Pembangunan
!l Strategis

. yang berkaitan dengan

teknologi  informasi  dan
- produksi intelijen

S| Meningkatnya operasi inteijen | Persentase pelaksanaan

Indikator Kinﬁ: Target

bidang ekonomi dan keuangan 90%

 Persentase Kegiatan Pengamanan
Pembangunan Strategis 90%

—
Intelijen yang berkaitan dengan
teknologi informasi dan produksi
intelijen

100%

6 | Meningkatnya  kualitas _dan
kuantitas  penyuluhan  dan
[ penerangan hukum

Persentase lembaga/ pihak yang

diberi penyuluhan dan penerangan

100%
hukum

7 | Meningkatnya kepuasan
pemangku kepentingan
Iterhadap layanan penyuluhan

| ' dan penerangan hukum

Indeks kepuasan pemangku
kepentingan  terhadap  layanan

100%
penyuluhan dan penerangan hukum

l No Kegiatan ’ Anggaran
| Pencarian DPO - - B ~ 30.000.000
2 | Operasi Intelijen LID/PAM/GAL 40.000.000
3 | Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat 58.008.000
| 4 | Kampanye Anti Korupsi 20.000.000 1
5 | Penerangan Hukum 38.976.000 1
6 | Jaksa Menyapa I 24.400.000
7 | Jaksa Masuk Sekolah 28.000.000
N Jumiah 239,384.000

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas

Kementrian/Lembaga.




4.

3. Pelaksanaan Tugas Dj rektif/instruks; Jaksa Agung

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SEKS] INTE,L]]EN KASUBSI IDPOIL, PERTAHANAN
KEJAKSAAN NEGERI MUS| BANYUASIN

KEAMANAN,SGSBUD,KEMASYARAKATAN
,TL,PRODUKSI INTELIJEN & PENE NGAN

HARYANTO WIDJAJA, S.1
AJUN JAKSA NIP. 199606082019021004



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : LEHAVRE ABETO HUTASUHUT, S.H., M.H.

Jabatan : KASUBSI EKONOMI, KEUANGAN DAN PENGAMANAN
PEMBANGUNAN STRATEGIS INTELUEN KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ABDUL HARRIS AUGUSTO, S.H, M.H.
Jabatan : KEPALA SEKSI INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI MUSI
BANYUASIN.

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Sekayu, 28 April 2025,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SEKSIHINTELIJEN KASUBSI EKONOMI, KEUANGAN DAN
W GERI MUSI BANYUASIN PENGAMANAN PEMBANGUNAN

STRATEGIS INTELUEN KEJAKSAAN
NEGERI JIUSI BANYUASIN

_ﬁl

NLAUGUSTO, S0, MLIL HAVRE ABETO HUT H.M.H.
NIP. 198408052002121004 AJUN JAKSA NIP. 199311112018011001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SEKS] INTELIJEN KEJAKSAAN NEGER|

MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITA
1.

Akseleras| Pertumbuhan Ekonomi

2

. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta

yang Inklusif dan Berkelanjutan.

S NASIONAL TAHUN 2025

kemandirian bangsa melaluyi swasembada pangan, energi, air, ekonomj kreatif
ekonomi hijau, dan ekonomi biru,

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains,

8 teknologi,
pendidikan,

kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
Peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisas; untuk meningkatkan nilai tambah dij
dalam negeri,

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

1

2  Meningkatnya pelaksanaan

Sasaran Program Indikator Kinerja

Meningkatnya  pelaksanaan | Persentase pelaksanaan operasi
operasi inteljen yang berkaitan | inteljen yang berkaitan dengan

dengan bidang Ideologi, Politik, | bidang Ideclogi, Politik, Pertahanan | 100%
Pertahanan dan Keamanan dan Keamanan

Target

Persentase pelaksanaan Operasi

Operasi Intelijen yang Intelijen yang berkaitan dengan

100%
' berkaitan dengan bidang bidang  sosial, budaya dan
. sosial, budaya dan kemasyarakatan
kemasyarakatan

3 Manlngiatnyu pelaksanaan | Persentase pelaksanaan Operasi

Operasi  Intelijen yang | Inteljen yang berkaitan dengan




e e S—

o e . _
| B S_uimn Program Indikator Kinerja Target
| berkaitan dengan  bidang bidang ekonomi dan keua 80%
. u an
II ekonomi dan keuangan "
| T Frare e i " o T AT O T ]_—
4 I:enlnghatnya kegiatan | Persentase Kegiatan Pengamanan
"engamanan  Pembangunan | Pembangunan Strategis 90°
Strategis ’

S IME"i“ﬂkﬂﬁH operasi intelijen | Persentase pelaksanaan Operasi
yang  berkaitan  dengan |Inteljen yang berkaitan dengan

" 5 1
teknologi  informasi  dan | teknologi informasi dan produksi oo
produksi intelijen intelijen

| 6 | Meningkatnya kualitas dan | Persentase lembaga/ pihak yang
kuantitas penyuluhan dan | diberi penyuluhan dan penerangan

100%
|| penerangan hukum hukum
7 | Meningkatnya kepuasan | Indeks kepuasan pemangku
pemangku kepentingan | kepentingan  terhadap (ayanan

100%

terhadap layanan penyuluhan | penyuluhan dan penerangan hukum
dan penerangan hukum

'No | Kegiatan _ L ~ Anggaran
' 1 | Pencarian DPO | 30.000.000
2 | Operasi Intelijen LID/IPAM/GAL 40.000.000
| 3 | Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat 58.008.000
4 | Kampanye Anti Korupsi S 20.000.000
5 | Penerangan Hukum 38.976.000
6 | Jaksa Menyapa 24.400.000
7 | Jaksa Masuk Sekolah 28.000.000
Jumiah 239.384.000
L

D. PRIORITAS NASIONAL
Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.



Sekayu, 28 April 2025.

Pihak Kedua Pihak Pertama
KEPALA SEKSI INTELUEN KASUBSI EKONOMI KEUANGAN DAN
AKSAAN NEGER] MUSI BANYUASIN PENGAMANAN PEMBANGUNAN

STRATEGIS INTELIJEN KEJAKSAAN
NEGEHI MUSI BANYUASIN

S —

ST
\s .'_I:L"!;.,H_:fh/ GUSTO.S.H.MH. VRE T TAS
JARSA M D 198408052002121004

H.M.H.
AJUN JAKSA NIP. 199311112018011001



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta beronentasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENDRA, S.H.
Jabatan . KEPALA SUBSUBSEKSI PENUNTUTAN EKSEKUSI DAN EKSAMINASI
PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI MUSI
BANYUASIN
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : DIDI ADITYA RUSTANTO, S.H., MH
Jabatan : KEPALA SEKSI] TINDAK PIDANA UMUM

KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Pertama,
KEPALA SEEAI TINDAK IA\DANA UMUM KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN
KIJAKSAAD ' N BANYUASIN EKSEKUSI DAN EKSAMINASI PADA SEKSI

TINDAK PIDAN
NEGERI M

MUM KEJAKSAAN
BANYUASIN

AW

AN ITENDRA, §.H.
w 99005142014031002 AJUN JAKSA NIP. 199012032018011001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

1.
2.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

Memperkokoh ideoclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan,

. Memperkuat reformasi politk, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program | Indikator Kinerja Target
71 | Meningkatnya Penyelesaian | Persentase perkara yang
penanganan perkara Tindak | diselesaikan berdasaran keadilan
Pidana Umum  tertentu | restoratif 85%
berdasarkan keadilan
restoratif
2 | Meningkatnya kualitas Persentase perkara tindak pidana
Penyelesaian Penanganan umum yang diproses hingga Pra- 95%
Perkara Tindak Pidana Penuntutan
Umum Persentase perkara tindak pidana
umum yang diproses hingga 95%
| Penuntutan




No Sasar 1T : =i
e B _f“ Program Indikator Kinerja Target
Persentase perkara tindak pidana
umum yang in  kracht van 92%
gewusjdezaak (Berkekuatan hukum
tetap) yang telah dieksekusi
3 | Meningkatnya kepuasan |Indeks  kepuasan  masyarakat
masyaralfat terhadap layanan | terhadap layanan hukum bidang 98%
hukum bidang tindak pidana | tindak pidana umum
| umum
No Kegiatan Anggaran
1 | Pra Penuntutan Tidak Pidana Umum 65.980.000
2 | Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan | 1.263.810.000
3 | Tahap Eksekusi $1.000.000
"4 | Restorative Justice 12.352.000
Jumlah 1.393.142.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN
1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 28 April 2025,
Pihak Pertama,

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN
EKSEKUSI DAN EKSAMINASI PADA SEKSI
TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN
NEGERI MIJSUBANYUASIN

JAKSA PRATAMA NIP 1 99005142014031002 AJUN JAKSA WIP. 199012032018011001



PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawabh ini:

Nama . MICHAEL ESLO SIPAYUNG, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA SEKSI TINDAK
PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  DIDI ADITYA RUSTANTO, S.H., M.H
Jabatan :  KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 16 Juni 2025,

k Kedua, Pihak Pertama,

K PIDANA IIMUUM  KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA
1JS1 BANYLUJASIN SEKSI TINDAK PIDANA UMUM
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

IR ANTO, S.1, M.IL TIAEL ESLO SIPAYUNG. S.
JAKSA PRA ANIP. 199005142014031002 AJUN JAKSA NIP. 199609292020121019



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
2.

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan,

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur,

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja T Target
1 | Meningkatnya Penyelesaian | Persentase  perkara yang

| penanganan perkara Tindak | diselesaikan berdasaran keadilan

| Pidana Umum  tertentu | restoratif 95%

| | berdasarkan keadilan

' restoratif _

' 2 | Meningkalnya kualitas Persentase perkara tindak pidana
Penyelesaian Penanganan umum yang diproses hingga Pra- | geo.
Perkara Tindak Pidana Penuntutan
Umum Persentase perkara tindak pidana

umum yang diproses hingga 95%,
| Penuntutan




e
hiad Sasaran Program | '
- S, = __Elkamrﬂinnﬁa Target
Persentase perkara tindak pidana |
Umum  yang in  kracht van 92%
geéWusjdezaak (Berkekuatan hukum
AT - tetap) yang telah dieksekusi
enin a
mﬂﬂvagrakt:t?terh 4 kepuasan | Indeks kepuasan masyarakat
bikein adap layfanan terhadap layanan hukum bidang
dang tindak Pidana | tindak pidana umum H
[ umum
E_ﬂ_. - Kegiatan il Anggaran
1 | Pra Penuntutan Tidak Pidana Umum 65.980.000
2 | Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan 1.263.810.000
3 | Tahap Eksekusi 51.000.000
4 | Restorative Justice 12.352.000
| Jumiah 1.393.142.000

D. PRIORITAS NASIONAL

-

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 16 Juni 2025,

Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PADANA UMUM  KEPALA SUBSEKSI PRAPENUNTUTAN PADA
KEJAKSAANNEGER] MUSY BANYUASIN SEKSI TINDAK PIDANA UMUM

KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

MICI :
AJUN JAKSA NIP, 199609292020121019
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawabh ini:

Nama :  DHUAN PRATITA RACHMAN. S.H.

Jabatan . KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN PENGENDALIAN OPERASI
PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI MUSI
BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :  FIRMANSYAH. S.H
Jabatan - KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperiukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu. 28 April 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KI:PAI A SEKSI l[HIiJ'AK. I’II}:‘EHA KHU"ilIS KEPALA SUBSEKS] PENYIDIKAN DAN

AN PENGENDAILTAN OPERASI PADA S
TINDAK PIDANA KHUSUS KEFA
NEGERI MUSI BANY

DHUAN PRATITA RACIIMAN, S 11.
AJUN JAKSA NIP. 199412152020121008




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

1.
2

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025
Memperkokoh \deologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,

ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

dalam negeri.

pemberantasan kemiskinan.

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
- Memperkuat reformasi politikk, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur,

C. KINERJA UTAMA

"

No

Sasaran Program

‘Meningkatnya  Penyelesaian

Penanganan Perkara Tindak
Pidana Korupsi dan TPPU

secara Transparan, Akuntabel
dan Profesional

Indikator Kinerja Target
Persentase tindak lanjut Laporan -
Pengaduan Masyarakat 95%

Persentase perkara tindak pidana

korupsi dan TPPU yang diselesaikan a0%
pada tahap penyelidikan

Persentase perkara tindak pidana

korupsi dan TPPU yang diselesaikan | g,

pada tahap penyidikan




~S B

- )

—

D ™ r—

Sasaran

—

Program

.

Indikator Kinerja
Persentase Perkara tindak ‘pidana
korupsi dan TPPU yang diselesaikan
Pada tahap pra penuntutan

Target

90%

Persentase perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap penuntutan

Persentase Perkara tindak Pidana

Kerupsi dan TPPU yang telah
dieksekusi

Persentase pengembalian kerugian

keuangan negara melalui jalur Pidana
Khusus

90%

90%

90%

2

Meningkatnya

Penyelesaian

Penanganan Perkara Tindak
Pidana Khusus, (Kepabeaan
Cukai dan Pajak) dan TPPU
secara ftransparan, akuntabel
dan profesional

Persentase Perkara Tindak Pidana
Khusus (kepabeaan, Cukai dan
Pajak) dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap pra penuntutan

Persentase Perkara Tindak Pidana
Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan
pajak) dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap penuntutan

 Persentase Perkara Tindak Pidana
Khusus (Kepabeaan, Cukai dan
Pajak) dan TPPU vyang telah
dieksekusi

Kegiatan

Penyelidikan Tindak Pidana Khusus / Korupsi

Penyidikan Tindak Pidana Khusus/ Korups

S S

Anggaran

92.082.000

hmm—‘l

Pra penuntutan Perkara Pidana Khusus/ Korupsi

Korupsi

206.000.000

Dukungan Teknis Perkara Tindak Pidana

141.728.000

11.080.000

Jumlah

450.890.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.



3. P '
elaksanaan Tugas Direktif/instruks;i Jaksa Agung

Sekayu, 28 April 2025,

Pih
hak Kedua, Pihak Pertama,

KEP
m‘l‘-}(ﬁé iiisggénm PIDANAKHUSUS ~ KEPALA SUBSEKSI PENYIDIKAN DAN
RIMUSIBANYUASIN ~ , PENGENDALIAN OPERASI PADA SEKSI

TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKS
NEGERI MUSI BANYU

DHUAN PRATITA RACHMAN, S.H.
AJUN JAKSA NIP. 199412152020121008
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PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawabh ini:

Nama :  DHEA OINA SAVITRI, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN, UPAYA HUKUM LUAR BIASA

DAN EKSEKUSI PADA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYUASIN

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : FIRMANSYAH, S.H
Jabatan :  KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai larget kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KIIUSUS KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN UPAYA

et RI MUSIE BANYUASIN HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI PADA
SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYUASIN

ISH

$705042019022003

AJUN JAKSA NN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

1.
£

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif
ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan
mengembangkan industri kreatif. dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri.

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

1

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target |

Meningkatnya Penyelesaian | Persentase tindak lanjut Laporan
Penanganan Perkara Tindak | Pengaduan Masyarakat 95%

|Pidana Korupsi dan TPPU
secara Transparan, Akuntabel Persentase perkara tindak pidana

. korupsi dan TPPU yang diselesaikan | ggog
dan Profesional cada tating slidikan

Persentase perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU yang diselesalkan
pada tahap penyidikan

90%




Sasaran Program

Indikator Kinerja

Persentase Perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap pra penuntutan

Target

90%

Persentase perkara tindak pidana
korupsi dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap penuntutan

Persentase Perkara tindak Pidana

Korupsi dan TPPU yang telah
dieksekusi

Persentase pengembalian kerugian

keuangan negara melalui jalur Pidana
Khusus

90%

90%

2
|

Meningkatnya Penyelesaian
Penanganan Perkara Tindak
' Pidana Khusus, (Kepabeaan.
Cukai dan Pajak) dan TPPU
secara transparan, akuntabel
 dan profesional

Persentase Perkara Tindak Pidana
Khusus (kepabeaan, Cukai dan
Pajak) dan TPPU yang diselesaikan
pada tahap pra penuntutan

Persentase Perkara Tindak Pidana
Khusus (Kepabeaan, Cukai, dan
pajak) dan TPPU yang diselesaikan

pada tahap penuntutan
 Persentase Perkara Tindak Pidana

Khusus (Kepabeaan,
Pajak) dan
dieksekusi

Cukai dan
TPPU vyang telah

Kegiatan Anggaran
1 | Penyelidikan Tindak Pidana Khusus / Korupsi 92.082.000
2 | Penyidikan Tindak Pidana Khusus/ Korupsi 206.000.000
3 | Pra penuntutan Perkara Pidana Khusus/ Korupsi 141.728.000
4 | Dukungan Teknis Perkara Tindak Pidana _ 11.080.000
| Korupsi
Jumiah 450.820.000
—

D. PRIORITAS NASIONAL

E. Kl

NERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan

Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas

Kementrian/Lembaga.




il

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruks; Jaksa Agung.

Sckayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SEKS]

TINDAK PIDANA KH S
KEJAKS2 ERE

RUERI MUSI BANYUASIN

KEPALA SUBSEKSI PENUNTUTAN UPAYA
HUKUM LUAR BIASA DAN EKSEKUSI PADA
EKSI TINDAK PIDANA KHUSUS KEJ AKSAAN

NEGERI MUSI BANYUASIN




PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAMLI AZIZ SEMENDAWAI, S.H.

Jabatan - KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA
SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI
MLISI BANYUASIN

Sclanjutnya discbut pthak pertama

Nama : SILVIANI MARGARETHA, S.H., M.H
Jabatan : KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN
NEGERI MUSI BANYUASIN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjaniji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagatan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.
Sekayu, 28 Apnl 2025,
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA
LUSAHA NEGARA PADA SEKSI PERDATA DAN

TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI
LIST BANYUASIN

-m

RAMELAZMZ SEMENDAWAL S.H. =
AJUN JAKSA MADYA NIP.199206132020121018




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2028
KEPALA SEKS) PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

: 1
2

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

Memperkokoh ideclogi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekanomi hijau, dan ekonomi biru.

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif. dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di

dalam negeri.

. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan kemiskinan.

- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat

pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba,

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,
dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

| No

Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 [Meningkatnya  keberhasilan | Persentase perkara Perdata yang |
Penyelesaian perkara Perdata | diselesaikan melalui jalur Litigasi 100%
dan Teta Ussna Negwa  Persentase perkara Perdata yang
 diselesaikan melalui jalur Non Litigasi 100%
| Persentase perkara Tata Usaha '
Negara yang diselesaiakan melalul | ,qq0,
jalur Litigasi
2 Meningkatnya pengembalian | Persentase pengembalian kerugian
kerugian keuangan Negara | negara melalui jalur perdata 100%
melalui jalur perdata




No | Sasaran Program | Indik il
3 _ ator Kinerja Target
Meﬂ‘"ﬂkﬂtﬂ?ﬂ Pelaksanaan | Jumiah | -
|keg1at o e kegiatan  pertimbangan
Pertimbangan huku:'ln :I ::UMI iy hm oo
| indakan h i
pelayanan hykum dan tindakan NERRA
hukum lain
S T
m::*"ﬂﬂkt"ﬁ kepuasan | indeks  kepuasan  masyarakat
yarakat terhadap layanan terhadap layanan hukum perdata dan

pertimbangan

89
hukum, | tata usaha negara
| Pelayanan hukum dan tindakan
huku '
| m lain
T — | |
o Kegiatan Anggaran 1
- 1 | Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha | ~ 30.000.000
Negara
2 | Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis 7.200.000
3 | Pertimbangan Hukum 13.200.000
| 4 | Halo JPN 6.000.000
. 5 | Pendampingan Hukum Pengelolaan dana desa 24.000.000
| Jumiah 80.400.000

D. PRIORITAS NASIONAL

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam

Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 28 April 2025,
Pihuk Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SUBSEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA PADA SEKSI PERDATA DAN

TATA USALIA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI
ISI BANYUASIN

#‘7 _-_-_-_'_"-'-r-_‘
___-_-_-_‘_\_"‘——-
RAMLI AZIZ SEMENDAWAL S.H.

AJUN JAKSA MADYA NIP.199206132020121018
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PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HENDRA ASTRADA, S.H.
Jabatan : KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN HUKUM PADA SEKSI
PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI MUSI
BANYUASIN
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama . SILVIANI MARGARETHA, S.H., M.H
Jabatan . KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran
perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah
ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung j@awab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka
pemberian penghargaan dan sanksi.

Sekayu, 28 April 2025,

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN

USAHAN KEJAKSAAN NEGERI HUKUM PADA SEKSI PERDATA DAN TATA
1% | USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI MUSI
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
KEJAKSAAN NEGERI MUSI BANYUASIN

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025
Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. DELAPAN AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

1.
2.

Memantapkan

sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif,
ekonomi hijau, dan ekonomi biru,

Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,
mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi,
pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan
peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di
dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan
pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi,
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

serta memperkuat

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam,

dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai
masyarakat yang adil dan makmur.

C. KINERJA UTAMA

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target
1 | Meningkatnya  keberhasilan | Persentase perkara Perdata yang
Penyelesaian perkara Perdata | diselesaikan melalui jalur Litigasi 100%
| dan Tata Usaha Negara
Persentase perkara Perdata yang
diselesaikan melalui jalur Non Litigasi 100%
Persentase perkara Tata Usaha K
Negara yang diselesaiakan melalui | 4qn0,
' jalur Litigasi
2 | Meningkatnya pengembalian | Persentase pengembalian kerugian
kerugian keuangan Negara | negara melalui jalur perdata 100%
| melalui jalur perdata
1
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kegiartl::amya Pelaksanaan | Jumiah kegiatan  pertimbangan
etk pemberian | hukum, pelayanan hukum dan 100%
mbangan hukum, | tindakan hukum lain
Pelayanan hukum dan tindakan
hukum lain |
4 | Meningkatnya kepuasan | Indeks  kepuasan masyarakat
maﬁ‘farakat terhadap layanan | terhadap layanan hukum perdata dan 89
pertimbangan hukum, | tata usaha negara
pelayanan hukum dan tindakan
| hukum lain
No Kegiatan Anggaran
1 | Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha 30.000.000
Negara
2 | Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis 7.200.000
3 | Pertimbangan Hukum 13.200.000
4 | Halo JPN 6.000.000
5 | Pendampingan Hukum Pengelolaan dana desa 24.000.000
Jumlah 80.400.000
. PRIORITAS NASIONAL
. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan
Republik Indonesia.

2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam
Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas
Kementrian/Lembaga.

3. Pelaksanaan Tugas Direktif/instruksi Jaksa Agung.

Sekayu, 28 April 2025,
Pihak Kedus, Pihak Pertama,

KEEPAL A SEKSI PhRDﬂTA DAN TATA KEPALA SUBSEKSI PERTIMBANGAN
o LT HUKUM PADA SEKSI PERDATA DAN TATA
USAHA NEGARA KEJAKSAAN NEGERI
MUSI BANYUASIN




